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Abstrak
Judicial Commission is an independent state institution created to carry out
the judicial body reform. The Judicial Commission power of maintaining judge’s
dignity and behavior  is no longer exist following  the Constitutional Court Verdict
No.005/PUU-IV/2006. This article examines the existence of judicial commission
in the realization of independent judicial power. Theories of constitution, power
separation, power distribution and independent judicial power are used to study
and analyze the study. The author concludes that the objective of the creation of
the Judicial Commission is to monitor and maintain the efficiency and effectiveness
of judicial power.   It is recommended that the Law No.22 of 2004 on  Judicial
Commission be amended to enable the Judicial Commission to be able in
exercising the task and power to realize  an independent judicial power following
the above Constitutional Court Verdict.
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PENDAHULUAN
Salah satu wujud agenda reformasi tahun 1998, Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah mengalami beberapa kali
amandemen yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Amandemen dari
Undang-Undang Dasar 1945 yaitu adanya perubahan serta penambahan
lembaga-lembaga negara. Salah satunya adalah Komisi Yudisial1. Dalam
Pasal 24B hasil Amandemen Ketiga UUD 1945, ditegaskan adanya ide
pembentukan Komisi Yudisial sebagai lembaga konstitusional baru yang
sederajat kedudukannya dengan lembaga konstitusional lainnya.2 Komisi
1 Berawal pada tahun 1968 muncul ide pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH)
yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan akhir mengenai saran-saran dan
atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian dan tindakan/hukuman
jabatan para hakim. Namun ide tersebut tidak berhasil dimasukkan di dalam undang-undang tentang Kekuasaan
Kehakiman. Tahun 1998-an muncul kembali ide tersebut dan menjadi wacana yang semakin kuat dan solid sejak
adanya desakan penyatuan atap bagi hakim, yang tentunya memerlukan pengawasan eksternal dari lembaga yang
mandiri agar cita-cita untuk mewujudkan peradilan yang jujur, bersih, transparan dan profesional dapat tercapai.
2 Pasal 24B UUD 1945 : “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan
hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran
martabata, serta perilaku hakim.”
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Yudisial dibentuk dengan harapan untuk menegakkan kehormatan dan
perilaku para hakim. Dalam hal ini Komisi Yudisial berfungsi sebagai
pengawas.
Berkaitan dengan fungsi Komisi Yudisial, maka perlu melakukan
langkah-langkah pembaharuan yang berorientasi kepada terciptanya
lembaga peradilan yang sungguh-sungguh bersih dan berwibawa guna
menjamin masyarakat dan para pencari keadilan memperoleh keadilan dan
diperlakukan secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Kewenangan Komisi Yudisial dalam seleksi hakim agung telah
diatur didalam Pasal 24B UUD 1945 dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Hanya saja, seleksi yang
dimaksud adalah seleksi untuk mengusulkan calon hakim agung, bukan
untuk melakukan seleksi tentang layak atau tidaknya seseorang yang telah
menjadi hakim agung.3 Dan disebutkan pula bahwa Komisi Yudisial
merupakan lembaga yang mandiri (Pasal 24B ayat (1) UUD 1945).
Sejalan dengan itu, Komisi Yudisial memang mempunyai peranan
penting dalam upaya mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka
melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang
transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran
martabat, serta perilaku hakim. Pengawasan oleh Komisi Yudisial ini pada
prinsipnya bertujuan agar hakim agung dan hakim dalam menjalankan
wewenang dan tugasnya sungguh-sungguh didasarkan dan sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kebenaran, dan rasa
keadilan masyarakat serta menjunjung tinggi kode etik profesi hakim.
Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 16
Agustus 2006 No. 005/PUU-IV/2006, kewenangan untuk menegakkan
kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, tidak
lagi dimiliki oleh Komisi Yudisial. Komisi Yudisial tidak lagi mempunyai
kewenangan antara lain: pengawasan terhadap perilaku hakim; pengajuan
usulan penjatuhan sanksi terhadap hakim; pengusulan penghargaan kepada
hakim atas prestasi dan jasanya khususnya terhadap Hakim Konstitusi.
Semuanya dikembalikan ke lembaga masing-masing untuk mengawasi
perilaku hakim, yang selama ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan menelaah eksistensi
Komisi Yudisial dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka.
Teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan tersebut yaitu:
Teori Konstitusi, Teori Pemisahan Kekuasaan, Teori Pembagian Kekuasaan,
dan kekuasaan kehakiman yang merdeka.
3 Internet http://www.hukumonline.com/, Komisi Yudisial Minta Presiden Terbitkan Perppu Seleksi
Ulang Hakim Agung, Tanggal 5 Januari 2006.
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PEMBAHASAN
Tujuan Pembentukan Komisi Yudisial
Tahun 1998 mulai adanya reformasi disegala bidang diantaranya
reformasi hukum. Pada masa reformasi tersebut muncul ide untuk
penyatuan atap bagi hakim, yang tentunya memerlukan pengawasan
eksternal dari lembaga yang mandiri dan independen agar cita-cita untuk
mewujudkan peradilan yang jujur, bersih, transparan dan profesional dapat
tercapai.
Seiring dengan tuntutan reformasi peradilan, pada Sidang Tahunan
MPR tahun 2001 yang membahas amandemen ketiga Undang-Undang
Dasar 1945, disepakati beberapa amandemen dan penambahan pasal yang
berkenaan dengan kekuasaan kehakiman, termasuk munculnya Komisi
Yudisial yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan
mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Bersamaan dengan amandemen UUD 1945 sebagai genealogis
kemunculan Komisi Yudisial yang merupakan lembaga negara yang
dilahirkan dari reformasi di Indonesia, Komisi Yudisial merupakan lembaga
negara yang sama posisinya dengan lembaga negara lain. Sebagai lembaga
negara, Komisi Yudisial mendapatkan tugas dan kewenangannya dalam
UUD 1945 dan dituangkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan di Jakarta pada tanggal
13 Agustus 2004.
Latar belakang pembentukan pembentukan Komisi Yudisial
merupakan bagian penting dari komitmen bangsa untuk dilakukannya
reformasi multi dimensional dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik,
budaya dan hukum, serta, keprihatinan yang mendalam atas praktek
peradilan yang tidak mencerminkan moralitas keadilan. Agenda besar
reformasi yang bergulir di tahun 1999, bertujuan untuk membangun
Indonesia yang lebih kuat adil dan sejahtera.
Tugas dan wewenang Komisi Yudisial di beberapa negara pada
intinya yaitu mengusulkan atau merekomendasikan calon Hakim Agung
dan melakukan pengawasan terhadap para hakim.
Tujuan utama dibentuknya Komisi Yudisial adalah :
(1) Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring
yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan
unsur-unsur masyarakat dalam spectrum yang seluas-luasnya
dan bukan hanya monitoring secara internal,
(2) Komisi Yudisial menjadi perantara (mediator) atau penghubung
antara kekuasaan pemerintah (executive power) dan kekuasaan
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kehakiman (judicial power) yang tujuan utamanya adalah untuk
menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh
kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan pemerintah,
(3) Dengan adanya Komisi Yuidisial, tingkat efisiensi dan
efektivitas kekuasaan kehakiman (judicial power) akan semakin
tinggi dalam banyak hal, baik yang menyangkut rekruitmen dan
monitoring hakim agung maupun pengelolaan keuangan
kekuasaan kehakiman,
(4) Terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena
setiap putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang
ketat dari sebuah lembaga khusus (Komisi Yudisial), dan
(5) Dengan adanya Komisi Yudisial, kemandirian kekuasaan
kehakiman (judicial power) dapat terus terjaga, karena politisasi
terhadap perekrutan hakim agung dapat diminimalisasi dengan
adanya Komisi Yudisial yang bukan merupakan lembaga
politik, sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan
politik.
Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Kekuasaan
Kehakiman Yang Merdeka.
Peranan Komisi Yudisial dalam Pasal 24B UUD 1945 dari segi
kewenangan yang kedua menentukan bahwa”Komisi Yudisial mempunyai
wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat serta perilaku hakim”. Dari ketentuan tersebut, dapat
dielaborasi menjadi (i) menjaga kehormatan hakim; (ii) menjaga keluhuran
martabat hakim; (iii) menjaga perilaku hakim; (iv) menegakkan kehormatan
hakim; (v) menegakkan keluhuran martabat hakim; dan (vi) menegakkan
perilaku hakim. Dalam kata”menjaga” terkandung pengertian tindakan yang
bersifat preventif, sedangkan dalam kata”menegakkan” terdapat pengertian
tindakan yang bersifat korektif. Karena itu, tiga kewenangan yang pertama
bersifat preventif atau pencegahan, sedangkan tiga yang kedua bersifat
korektif.
Substansi pengaturan fungsi pengawasan Komisi Yudisial setelah
adanya  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 sekurang-
kurangnya harus mencakup tiga hal yaitu:
(1) Obyek Pengawasan Komisi Yudisial adalah semua hakim yang
meliputi Hakim pada Mahkamah Agung, hakim pada badan
peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung dalam
lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama,
Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata
Usaha Negara dan Hakim pada Mahkamah Konstitusi;
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(2) Ruang Lingkup Pengawasan Komisi Yudisial adalah sebatas
”perilaku hakim” bukan teknis yudisial. Untuk itu Komisi
Yudisial tidak boleh memasuki teknis yudisial dengan mengkaji
putusan yang independensinya dijamin secara konstitusional;
(3) Pedoman Pengawasan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial
ditetapkan melalui Code of Ethics.
Eksistensi Komisi Yudisial dalam mewujudkan kekuasaan
kehakiman meliputi pengusulan dan pengangkatan Hakim Agung, dan
menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku
hakim. Peranan pengusulan dan pengangkatan Hakim Agung meliputi
pendaftaran, penyeleksian, penetapan dan pengajuan calon Hakim Agung ke
Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan peranan menegakkan kehormatan
dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim adalah pengawasan
terhadap perilaku hakim dimana akan menghasilkan dua hal yang berbeda
yaitu hal yang negatif berupa pengusulan penjatuhan sanksi, sebaliknya
yang positif adalah pengusulan pemberian penghargaan terhadap hakim atas
prestasi dan jasanya menegakkan kerhormatan dan keluhuran martabat serta
menjaga perilaku hakim.
Mengingat begitu singkatnya waktu, besarnya beban, dan luasnya
cakupan yang diberikan untuk melakukan perannya tersebut diatas
diharapkan anggota Komisi Yudisial terdiri dari anggota yang potensial,
berkualitas, energik dan berpengalaman. Sehingga anggota Komisi Yudisial
dapat menjalankan perannya mewujudkan kekuasaan kehakiman seperti
yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan Undang-Undang  No. 22 tahun
2004 tentang Komisi Yudisial.
Ketentuan Pasal 24 B Undang Undang Dasar 1945 memberikan
landasan hukum yang kuat bagi reformasi di bidang hukum, yakni dengan
memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mewujudkan
checks and balances. Dalam arti, walaupun Komisi Yudisial bukan pelaku
kekuasaan kehakiman namun fungsinya berkaitan dengan kekuasaan
kehakiman. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang secara hukum dan
konstitusional bertanggungjawab dan berwenang untuk menjaga dan
memulihkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat dan dunia
internasional terhadap lembaga peradilan. Sejalan dengan itu, Komisi
Yudisial mempunyai peranan penting dalam upaya mewujudkan kekuasaan
kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta
pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna
menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Dalam upaya mendukung fungsi pengawasan dan untuk mengatasi
penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan, serta memulihkan
kewibawaan dan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional itu, maka
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Komisi Yudisial berpendapat perlu dilakukan amandemen Undang Undang
No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial melalui penerbitan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu). Hal ini dilakukan untuk
memperkuat kewenangan Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagai salah satu
cara untuk mereformasi lembaga peradilan agar lembaga peradilan menjadi
bersih dan berwibawa. Pendapat ini didasarkan pada argumentasi bahwa
upaya membersihkan dan memulihkan lembaga peradilan hanya mungkin
dilakukan apabila didukung oleh hakim-hakim yang bersih dan berwibawa.
Budaya bersih diri dan bersih lingkungan itu harus terus ditumbuh-
kembangkan dan diwujudkan oleh para hakim dan lembaga peradilan. Hal
ini harus sejalan dengan semangat dan tuntutan reformasi hukum yang
menghendaki terciptanya lembaga peradilan yang ideal dan sesuai dengan
harapan masyarakat, terutama para pencari keadilan.
Dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan yang bersih dan
berwibawa itu, Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang berwenang
melaksanakan fungsi pengawasan terhadap hakim agung dan hakim pada
badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah
Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi adalah bersifat
konsitusional. Wewenang pengawasan oleh Komisi Yudisial itu meliputi
pengawasan yang bersifat preventif sampai dengan pengawasan yang
bersifat represif sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 24 A ayat
(3) dan Pasal 24 B ayat (1) UUD 1945 yang diimplementasikan dalam Pasal
13 huruf b, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Undang Undang No.
22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Fungsi pengawasan oleh Komisi
Yudisial tersebut, diperkuat juga oleh ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang
Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan Pasal
34 ayat (3) ini menentukan bahwa :
”Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta
perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh
Komisi Yudisial yang diatur dalam undang undang. ”
Kewenangan Komisi Yudisial untuk melaksanakan fungsi
pengawasan sebagaimana dikemukakan di atas merupakan upaya untuk
mengatasi berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan
yang dimulai dengan mengawasi perilaku hakim, agar para hakim
menunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Oleh karena itu, apabila fungsi pengawasan oleh Komisi Yudisial itu
berjalan efektif tentu dapat mendorong terbangunnya komitmen dan
integritas para hakim untuk senantiasa menjalankan wewenang dan
tugasnya sebagai pelaksana utama kekuasaan kehakiman sesuai dengan
kode etik, code of conduct hakim dan peraturan perundang-undangan yang
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berlaku. Di sinilah sesungguhnya letak peranan penting dari Komisi
Yudisial dalam upaya mendukung penegakan hukum di Indonesia.
Pengawasan oleh Komisi Yudisial ini pada prinsipnya bertujuan agar
hakim agung dan hakim dalam menjalankan wewenang dan tugasnya
sungguh-sungguh didasarkan dan sesuai dengan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku, kebenaran, dan rasa keadilan masyarakat serta
menjunjung tinggi kode etik profesi hakim. Apabila hakim agung dan hakim
menjalankan wewenang dan tugasnya dengan baik dan benar, berarti hakim
yang bersangkutan telah menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran
martabat, serta perilaku hakim. Keadaan yang demikian itu tentu tidak
hanya mendukung terciptanya kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga
mendukung terwujudnya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa,
sehingga supremasi hukum atau penegakan hukum dapat berjalan
sebagaimana yang diharapkan.
Eksistensi Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas hakim agung
dan hakim, serta dimasukkan dalam struktur kekuasaan kehakiman
Indonesia adalah agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga
parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja,
dan kemungkinan pemberhentian hakim sangatlah penting. Hal ini
maksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran
martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan
keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan kehormatan dan
keluhuran martabatnya itu kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat
imparsial (independent and impartial judiciary) diharapkan dapat
diwujudkan, yang sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan
kehakiman, baik dari segi hukum maupun segi etika. Untuk itu diperlukan
suatu institusi pengawasan yang independen terhadap para hakim, yang
dibentuk di luar struktur Mahkamah Agung. Melalui institusi pengawas ini
aspirasi masyarakat di luar struktur resmi dapat dilibatkan dalam proses
pengangkatan para hakim agung serta dilibatkan pula dalam proses
penilaian terhadap etika kerja dan kemungkinan pemberhentian para hakim
karena pelanggaran terhadap etika.
Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mandiri lahir dari
tuntutan reformasi dan untuk melakukan reformasi lembaga peradilan
mempunyai fungsi untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan
mengawasi hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua
lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim
Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial mencakup pengawasan
preventif sampai dengan pengawasan yang bersifat represif dalam rangka
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku
hakim. Dengan eksistensi dan fungsi yang demikian itu, Komisi Yudisial
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memegang peranan penting dan strategis dalam upaya mewujudkan
lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa, sekaligus mereformasi
lembaga peradilan dan mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri, tidak
berpihak (netral), kompeten, transparan, menjunjung tinggi nilai-nilai
keadilan dan kebenaran, serta berwibawa, yang mampu menegakkan
wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan.
PENUTUP
Simpulan
Eksistensi Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas hakim, untuk
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku
hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-
Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya
itu, kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparsial (independent
and impartial judiciary) diharapkan dapat diwujudkan, yang sekaligus
diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi
hukum maupun segi etika.
Saran
Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial harus
segera dilakukan amandemen, agar Komisi Yudisial dapat melaksanakan
tugas dan wewenangnya secara penuh setelah adanya Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman
yang merdeka.
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